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Abstrak 

Penelitian  ini bertujuan untuk (1) membandingkan konsep demokrasi yang ideal di Indonesia dengan cara 

penerapannya di Papua; (2) menganalisis bagaimana perjuangan masyarakat Papua untuk mendapatkan hak adat 

dilihat dan dihadapi dalam sistem otonomi; dan (3) mengeksplorasi refleksi, peran, serta strategi advokasi para 

mahasiswa Papua dalam menjalankan perjuangan untuk pengakuan dan perlindungan hak adat. Dalam penelitian 

ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Data yang sudah terkumpul 

dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai temuan  tentang demokrasi, kondisi Papua, 

dan pandangan mahasiswa. Demokrasi di Indonesia, yang mayoritas menggunakan model campuran dan 

menghadapi masalah dalam memperkuat sistemnya, memberikan latar belakang untuk mahasiswa dalam 

membandingkan berbagai bentuk demokrasi. Mahasiswa menyadari bahwa proses demokrasi tidak selalu berjalan 

lurus dan bisa kembali ke masa lalu yang tidak bebas. Realitas politik ini membuat pandangan mahasiswa Papua 

dan pro-Papua menjadi sangat kritis, berfokus pada fakta, dan memerlukan penjelasan yang jelas. Dalam konteks 

Papua, realitas politik yang penuh dengan kegagalan dalam Otonomi Khusus, dominasi oleh kelompok kekuasaan, 

serta perdebatan antara pembangunan dan hak atas tanah tradisional, telah memperkuat keyakinan mahasiswa 

bahwa model demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak mampu menciptakan keadilan sosial atau mengakui 

martabat Orang Asli Papua. Kegagalan MRP dalam menjaga dan melindungi hak adat semakin memperjelas 

pandangan bahwa mekanisme pemerintahan yang diatur secara tidak setara hanya dipakai pemerintah sebagai cara 

untuk menjaga kontrol, bukan mensejahterakan rakyat. 

Kata Kunci: Demokrasi, Realitas Politik, Papua, hak adat 

Abstract 

This study aims to (1) compare the concept of ideal democracy in Indonesia with its implementation in Papua; (2) 

analyze how the struggle of Papuan communities to obtain recognition of customary (indigenous) rights is 

perceived and addressed within the autonomy system; and (3) explore the reflections, roles, and advocacy 

strategies of Papuan students in pursuing the recognition and protection of customary rights. This research 

employs a qualitative method with a literature-based approach. The collected data are analyzed qualitatively. The 

results indicate that, based on findings related to democracy, conditions in Papua, and students’ perspectives, 

democracy in Indonesia—largely characterized by a hybrid model and facing challenges in strengthening its 

system—provides a backdrop for students to compare various forms of democracy. Students recognize that 

democratic processes do not always progress linearly and may regress to less free conditions. This political reality 

shapes Papuan and pro-Papuan students’ perspectives to be highly critical, fact-oriented, and demanding clear 

explanations. In the Papuan context, political realities marked by failures in Special Autonomy, domination by 

power elites, and ongoing debates between development and indigenous land rights have reinforced students’ belief 

that the democratic model applied in Indonesia has failed to create social justice or recognize the dignity of 

Indigenous Papuans. The failure of the Papuan People’s Assembly (MRP) to safeguard and protect customary 

rights further strengthens the view that unequal governance mechanisms are used by the government primarily to 

maintain control rather than to promote public welfare. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupaka salah negara di asia tenggara yang akan kaya sumber daya alamnya. Dan 

juga sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia, berpegang pada 
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prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, serta pemerintahan berdasarkan hukum. 

Namun, prinsip-prinsip ini sering kali  tidak selaras dengan kenyataan politik di Papua.  

Di Indonesia, setelah reformasi pada tahun 1998, terjadi perubahan besar menuju sistem 

demokrasi presidensial yang lebih terbuka.Perubahan ini diwujudkan dalam bentuk pemilihan langsung, 

distribusi kekuasaan ke daerah, serta kebebasan media. Akan tetapi, meskipun struktur demokrasi telah 

dibangun, cara pelaksanaannya seringkali masih dipertanyakan. Beberapa isu seperti penguasaan politik 

oleh kelompok elit, pengambil alihan kekuasaan, serta penurunan kebebasan sipil menjadi tantangan 

yang bisa mengganggu kemajuan demokrasi. Konteks politik di Indonesia ini menjadi dasar penting 

untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diterapkan, terutama di daerah yang memiliki sejarah 

dan budaya unik. Khususnya, Papua menjadi contoh khusus dalam konteks mengelola keragaman dan 

menjalankan demokrasi di Indonesia. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam dan budaya yang 

beragam, namun sering menjadi tempat konflik antara pembangunan negara dengan perjuangan 

masyarakat setempat untuk mengakui hak adat mereka yang diteruskan dari generasi ke generasi. 

Masalah seperti konflik lahan, penambangan yang tidak terkendali, ketimpangan ekonomi dan politik, 

serta pendekatan keamanan yang terlalu keras, sering kali menghambat upaya demokrasi dalam 

memberikan ruang dan perlindungan kepada kelompok minoritas.Perjuangan masyarakat Papua untuk 

mendapatkan pengakuan atas hak adat menjadi isu utama dalam pembicaraan tentang kekuasaan, 

otonomi, dan keadilan. 

Bagi masyarakat setempat, hak atas tanah, hutan, dan sumber daya alam bukan hanya soal 

kepemilikan secara fisik, tetapi juga menjadi dasar identitas, kepercayaan, dan kelangsungan budaya 

orang Papua. Saat hak-hak ini terganggu karena kebijakan investasi dan pembangunan yang tidak 

memperhatikan kebutuhan lokal dan diputuskan dari pusat, sistem demokrasi formal sering dianggap 

tidak mampu menyelesaikan masalah secara adil dan mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi Otonomi 

Khusus (Otsus), yaitu bentuk pengelolaan kekuasaan yang tidak simetris, dengan tujuan mempercepat 

pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli, dan mengakui hak-hak budaya mereka. 

Penetapan Otsus ini bertujuan untuk mengatasi tuntutan separatisme dan menjaga kesatuan wilayah, 

sekaligus menciptakan model demokrasi yang dapat menerima keberagaman lokal. Namun, penerapan 

Otsus di Papua seringkali menghadapi kritik, terutama terkait dengan penggunaan dana, proses 

pemerintahan, serta kurangnya keterlibatan politik yang signifikan dari masyarakat adat.Dalam situasi 

seperti ini, para mahasiswa Papua muncul sebagai kelompok yang penting dalam berpikir kritis dan 

berperan dalam perubahan. Sebagai generasi muda yang terdidik dan tetap terhubung dengan budaya, 

refleksi dan tindakan memberikan perspektif yang unik terkait kegagalan dan harapan demokrasi di 

wilayah Papua bahwkan di luar Papua . menjadi jembatan antara perjuangan tradisional yang dilakukan 

orang tuanya dengan tuntutan politik yang lebih kontemporer, serta mampu mengubah isu hak adat 

menjadi perdebatan tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. 

Oleh karena itu, artikel analitis ini bertujuan untuk (1) membandingkan konsep demokrasi yang 

ideal di Indonesia dengan cara penerapannya di Papua; (2) menganalisis bagaimana perjuangan 

masyarakat Papua untuk mendapatkan hak adat dilihat dan dihadapi dalam sistem otonomi; dan (3) 

mengeksplorasi refleksi, peran, serta strategi advokasi para mahasiswa Papua dalam menjalankan 

perjuangan untuk pengakuan dan perlindungan hak adat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Politik dan Implementasi Otonomi Khusus   

Sistem politik dan pemerintahan daerah di Papua berjalan di bawah kerangka Otonomi Khusus 

(Otsus). Secara teori, Otsus memberi wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah dibanding provinsi 

lain, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penyusunan kebijakan yang pro terhadap Orang 

Asli Papua (OAP). Dalam konteks ini, ada lembaga khusus bernama Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP 

bertugas sebagai wakil budaya OAP, bertugas memberi pertimbangan, persetujuan, atau menolak 
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rancangan peraturan daerah provinsi (Perdasi) yang berhubungan dengan hak-hak OAP. MRP juga 

bertugas melindungi hak-hak OAP, termasuk dalam proses perekrutan dan pemilihan kepala daerah. 

Meskipun Otsus dibuat untuk mengakui dan melindungi hak adat, penerapannya terbilang rumit. 

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: 

Pengelolaan dana dan akuntabilitas dalam dana Otsus yang besar seringkali tidak memberi 

dampak signifikan terhadap kesejahteraan OAP, bahkan menciptakan isu korupsi dan tata kelola 

birokrasi yang tidak efisien. Partisipasi Politik yang Minim: Meski ada MRP, pengaruhnya dalam 

perencanaan kebijakan penting masih terbatas.Partisipasi politik OAP, baik di tingkat kecil maupun elit, 

tetap menghadapi hambatan dalam struktur sistem politik saat ini. Konflik Kepentingan: Kebijakan 

pembangunan besar seperti proyek infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam seringkali 

bertentangan dengan hak ulayat dan kepemilikan tanah adat OAP, bahkan menyebabkan konflik agraria. 

Penduduk Non-OAP: Migrasi penduduk dari luar Papua (transmigrasi dan urbanisasi) telah mengubah 

komposisi penduduk secara signifikan. Yang sering kali  sewenang-sewenang, memicu kekhawatiran 

OAP akan hilangnya peran dominan mereka dalam segi politik, ekonomi, dan budaya di wilayah mereka. 

Perjuangan dan Perlindungan Hak Adat   

Hak adat Papua merupakan dasar identitas, sistem sosial, dan pengelolaan tanah bagi masyarakat 

OAP. Perjuangan untuk hak-hak ini utamanya fokus pada pengakuan Hak Ulayat (hak komunal atas 

tanah) dan kewenangan masyarakat adat dalam mengatur sumber daya alam di wilayah mereka. Upaya 

perlindungan dilakukan melalui peraturan formal di tingkat daerah, proses hukum di pengadilan, serta 

advokasi oleh organisasi masyarakat sipil. Perjuangan hak adat ini berkaitan erat dengan isu politik yang 

lebih luas. Hak Asasi Manusia (HAM) Pelanggaran hak adat, khususnya terkait pemaksaan penggusuran 

untuk pembangunan dan eksploitasi, seringkali terkait dengan pelanggaran HAM, termasuk kekerasan 

dan penindasan terhadap aktivis. Dengan demikian, pengakuan hak adat menjadi bagian penting dalam 

upaya penegakan HAM di Papua. 

Pandangan dan Pemahaman Mahasiswa terhadap Demokrasi dan Hak Adat 

Pandangan mahasiswa, khususnya mereka yang berasal dari Papua (OAP) maupun mahasiswa 

non-OAP yang peduli, terhadap konsep demokrasi cenderung bersifat kritis dan fungsional, hal ini dlihat 

demokrasi bukan sekadar ritual elektoral (pemilu), melainkan sebagai mekanisme untuk mewujudkan 

keadilan substantif dan pengakuan martabat. Pemahaman ini seringkali bersentuhan langsung dengan 

kegagalan implementasi Otsus, di mana mahasiswa mengamati adanya jurang antara janji-janji 

demokratis (desentralisasi, partisipasi) dengan praktik politik oligarki dan militeristik di lapangan. 

Terkait hak adat, pemahaman mahasiswa sangat kuat mengakar pada prinsip kedaulatan 

masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam (Hak Ulayat). Mahasiswa memandang bahwa 

perlindungan hak adat sebagai garis pertahanan terakhir terhadap eksploitasi dan homogenisasi budaya 

yang dibawa oleh pembangunan yang didominasi Jakarta. Bagi banyak mahasiswa OAP, perjuangan hak 

adat adalah refleksi dari identitas kolektif mereka yang terancam. Ini membentuk kesimpulan kritis 

bahwa demokrasi di Papua hanya akan bermakna jika mampu mengintegrasikan dan melindungi sistem 

nilai dan tatanan sosial adat, bukan sekadar melayani kepentingan pembangunan ekonomi tanpa 

memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. 

Keterlibatan Mahasiswa dalam Gerakan Sosial dan Advokasi 

Mahasiswa merupakan salah satu aktor kunci dalam gerakan sosial dan advokasi hak adat di 

Papua, berperan sebagai penjaga nurani publik dan penggerak perubahan. Keterlibatan mereka bersifat 

multidimensi;  

-  

-  

-  

-  

-  
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Gambar 1. Aksi Mahasiswa 

Aksi nyata dan demonstrasi mahasiswa sering menjadi motor penggerak dalam aksi protes massa 

di Jayapura, Wamena, atau kota studi lainnya (seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Makassar). Aksi-aksi ini 

umumnya menuntut penghentian operasi militer, peninjauan ulang Otsus, penolakan pemekaran wilayah 

(DOB) yang dianggap melanggengkan kepentingan elit, dan penegakan HAM atas kasus-kasus 

pelanggaran di wilayah adat. Demonstrasi sebagai salah medium politik jalanan untuk menarik perhatian 

nasional dan internasional. 

Riset dan Kajian akademik dii lingkungan kampus, mahasiswa terlibat aktif dalam riset kritis 

yang menelanjangi data dan fakta di balik implementasi kebijakan Otsus yang dinilai gagal. Mahasiswa 

menghasilkan kajian-kajian independen mengenai dampak proyek pembangunan terhadap masyarakat 

adat, analisis politik lokal, dan dokumentasi pelanggaran HAM. Karya-karya ini menjadi basis data yang 

kuat untuk melawan narasi tunggal pemerintah dan mendukung advokasi hukum atau kebijakan. 

Media sosial dan literasi digital mahasiswa memanfaatkan media sosial (X/Twitter, Instagram, 

TikTok) secara efektif sebagai alat untuk kontra-narasi dan mobilisasi informasi. Mereka mendigitalisasi 

isu-isu lokal yang terisolasi, mengunggah video, infografis, dan testimoni untuk menciptakan kesadaran 

publik yang lebih luas. Peran ini sangat krusial dalam melawan upaya pembungkaman dan disinformasi, 

menjadikan sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan suara rakyat akar rumput dengan 

publik global. 

Peran mahasiswa ini menunjukkan adanya perlawanan terhadap depolitisasi isu Papua. 

Mahasiswa Papua menegaskan bahwa solusi atas masalah di Papua tidak cukup hanya melalui 

pembangunan fisik, tetapi harus melalui dialog politik yang jujur dan pengakuan hak penentuan nasib 

sendiri dan kerangka otonomi yang lebih bermakna dan akuntabel. 

Pandangan dan Pemahaman Mahasiswa terhadap Demokrasi dan Hak Adat 

Pandangan mahasiswa, khususnya dari Papua (OAP) maupun mahasiswa non-OAP yang peduli, 

terhadap konsep demokrasi cenderung bersifat kritis dan fungsional. Demokrasi bukan sekadar ritual 

elektoral (pemilu), melainkan sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan substantif dan 

pengakuan martabat. Pemahaman ini seringkali bersentuhan langsung dengan kegagalan implementasi 

Otsus, di mana mahasiswa mengamati adanya jurang antara janji-janji demokratis (desentralisasi, 

partisipasi) dengan praktik politik oligarki dan militeristik di lapangan. 

Terkait hak adat, pemahaman mahasiswa sangat kuat mengakar pada prinsip kedaulatan 

masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam (Hak Ulayat). Mahasiswa Papua memandang 

perlindungan hak adat sebagai garis pertahanan terakhir terhadap eksploitasi dan homogenisasi budaya 

yang dibawa oleh pembangunan yang didominasi Jakarta. Bagi banyak mahasiswa OAP, perjuangan hak 

adat adalah refleksi dari identitas kolektif mereka yang terancam. Ini membentuk kesimpulan kritis 

bahwa demokrasi di Papua hanya akan bermakna jika mampu mengintegrasikan dan melindungi sistem 
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nilai dan tatanan sosial adat, bukan sekadar melayani kepentingan pembangunan ekonomi tanpa 

memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. 

Analisis dan Refleksi   

Kontras antara Idealisme Akademik dan Realitas Politik di Papua Mahasiswa sering merasa 

bingung ketika membandingkan idealisme demokrasi yang mereka pelajari di kampus dengan kondisi 

politik di Papua,  di bangku kuliah mempelajari konsep demokrasi yang didasarkan pada musyawarah, 

penghormatan terhadap keragaman, dan partisipasi rakyat. Namun, di Papua, kondisi politik justru 

menunjukkan perbedaan yang jelas.  

1. Kedaulatan vs. Penguasaan Oligarki, sehingga prinsip kedaulatan rakyat yang diajarkan justru 

bertentangan dengan praktik pemerintahan yang dipegang oleh segelintir orang, baik dari dalam 

maupun luar daerah. Adapula Kebijakan Otsus dan pembangunan sering kali tidak memperhatikan 

kepentingan masyarakat asli Papua (OAP) yang justru diabaikan.  

2. Partisipasi vs. Pengaruh Militer: Konsep partisipasi politik yang bebas justru terganggu karena 

adanya militer yang terlibat dalam pemerintahan. Hal ini membuat masyarakat merasa takut 

mengkritik pemerintah atau proyek besar, karena takut diproses. Soal ini bukan hal baru tetapi sering 

salah gunakan alat negara. Sehinngga keadilan ini harus benar-benar di tegakkan. 

3. Hukum vs. Kepentingan Penduduk: Meski hukum diajarkan sebagai alat untuk melindungi hak-hak 

setiap orang, di Papua terlihat bahwa hukum seringkali diabaikan ketika menyangkut hak atas tanah 

adat. 

Kepentingan politik dan bisnis justru lebih dominan, sehingga hak ulayat tidak terlindungi 

dengan baik. Dari situ, mahasiswa menyadari bahwa demokrasi di Papua adalah sistem yang mirip 

dengan sistem demokrasi namun tidak selalu praktis. Meski memiliki struktur formal seperti pemilu dan 

dewan perwakilan, isi dari sistem itu justru terpengaruh oleh pengaruh otoriter dan kepentingan 

kekuasaan atau modal, yang menyebabkan suara adat diabaikan. 

Pemanfaatan Kapasitas Intelektual dan Sosial dalam Advokasi   

Mahasiswa Papua serta pendukung Papua secara cerdas menggunakan pengetahuan serta 

kemampuan sosial untuk memberi kritik dan mendorong perubahan terkait hak adat. Kritik Intelektual 

dan nenelusuran narasi mahasiswa bertindak sebagai intelektual yang memanfaatkan teori dari pelajaran 

di kampus, seperti teori post-kolonial, studi hukum kritis, atau ekonomi politik, untuk menganalisis 

narasi pemerintah tentang Otsus, pembangunan, dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa narasi 

tentang kesejahteraan seringkali hanya untuk membenarkan kontrol atas sumber daya alam dan 

kekuasaan politik. 

Penyusunan agenda dan sumber informasi melalui riset akademik dan non-akademik, membuat 

informasi yang benar tentang dampak lingkungan, penggunaan dana Otsus yang tidak tepat sasaran, atau 

pelanggaran HAM. Informasi ini disampaikan kepada media, organisasi internasional, dan lembaga 

HAM, sehingga menjadi sumber informasi yang bisa dipercaya.harap mengubah keluhan menjadi isu 

kebijakan yang jelas dan terstruktur. 

 

SIMPULAN 

Sesuai temuan  tentang demokrasi, kondisi Papua, dan pandangan mahasiswa. Demokrasi di 

Indonesia, yang mayoritas menggunakan model campuran dan menghadapi masalah dalam memperkuat 

sistemnya, memberikan latar belakang untuk mahasiswa dalam membandingkan berbagai bentuk 

demokrasi. Mahasiswa menyadari bahwa proses demokrasi tidak selalu berjalan lurus dan bisa kembali 

ke masa lalu yang tidak bebas. Realitas politik ini membuat pandangan mahasiswa Papua dan pro-Papua 

menjadi sangat kritis, berfokus pada fakta, dan memerlukan penjelasan yang jelas. Dalam konteks 

Papua, realitas politik yang penuh dengan kegagalan dalam Otonomi Khusus, dominasi oleh kelompok 

kekuasaan, serta perdebatan antara pembangunan dan hak atas tanah tradisional, telah memperkuat 

keyakinan mahasiswa bahwa model demokrasi yang diterapkan di Indonesia tidak mampu menciptakan 
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keadilan sosial atau mengakui martabat Orang Asli Papua. Kegagalan MRP dalam menjaga dan 

melindungi hak adat semakin memperjelas pandangan bahwa mekanisme pemerintahan yang diatur 

secara tidak setara hanya dipakai pemerintah sebagai cara untuk menjaga kontrol, bukan 

mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, pandangan mahasiswa kini tidak lagi terpusat pada idealisme 

demokrasi dari Barat, melainkan pada bentuk demokrasi yang mencerminkan kekuasaan adat, yang 

masyarakat merasakn aman dan nyaman. 

Sebagai mahasiswa dari Papua  menganggap bahwa  demokrasi yang sesuai adalah sistem yang 

secara dasar mengakui dan melindungi hak adat sebagai dasar identitas, pembangunan, dan hak manusia. 

Melalui tindakan nyata, riset yang tajam, serta advokasi melalui media digital sesuai realita, karena 

sejauh ini media pun  sering dimanipulasi, Sebagai mahasiswa menggunakan keahlian dan pengaruh 

sosial sebagai alat untuk menyampaikan pendapat yang berbeda. Keikutsertaan menunjukkan bahwa 

upaya melindungi hak adat di Papua adalah bentuk perjuangan politik yang menuntut agar pandangan 

demokrasi yang dipelajari di bangku kuliah diubah menjadi bentuk pengakuan hukum yang jelas dan 

bertanggung jawab terhadap budaya dan tanah leluhur, demi menjaga persatuan bangsa yang dibangun 

berdasarkan keadilan. 

Sehingga berbentuk hibrida dan rentan terhadap bentuk otoritarianisme yang terselubung 

memberikan latar belakang penting bagi mahasiswa. Hal ini semakin diperkuat oleh situasi politik di 

Papua. Mahasiswa mengamati bahwa demokrasi di wilayah ini termasuk melalui mekanisme Otonomi 

Khusus (Otsus) di Papua tidak berhasil menciptakan keadilan yang nyata. Justru, Otsus dianggap 

memperkuat praktik oligarki dan pembangunan yang bertentangan dengan hak ulayat serta martabat 

Orang Asli Papua (OAP). Hal ini membentuk pandangan kritis, fungsional, dan menuntut kedaulatan 

adat dari mahasiswa, menyimpulkan bahwa demokrasi hanya memiliki makna jika mampu 

mengintegrasikan dan melindungi hak adat sebagai dasar identitas, pembangunan, dan hak asasi 

manusia, bukan hanya sebagai prosedur politik formal. 

 

REKOMENDASI  

Masa depan perlindungan hak adat dan partisipasi mahasiswa di Papua membutuhkan beberapa 

rekomendasi yang saling terkait, fokus pada perubahan struktur dan pemberdayaan pihak penting. 

Pemerintah harus segera mewujudkan perkuatan kerangka hukum hak adat dengan mengesahkan 

Undang-Undang Masyarakat Adat, yang akan memberi pengakuan dan perlindungan hukum kuat 

terhadap tanah dimana berpicat, serta wajib menerapkan prinsip Persetujuan Bebas, Didahulukan, dan 

Diinformasikan (FPIC) sebagai syarat wajib setiap proyek pembangunan di wilayah adat. Secara 

lembaga, Majelis Rakyat Papua (MRP) perlu direformasi agar lebih bertanggung jawab dan memiliki 

wewenang veto dalam pengambilan kebijakan strategis, seperti pemekaran daerah atau izin investasi, 

sehingga mampu benar-benar merepresentasikan keinginan budaya OAP, bukan hanya alat bagi para elit 

dan pemerintah pusat. Selain itu, partisipasi mahasiswa perlu didukung dengan adanya pusat studi 

hukum adat di kampus guna mengembangkan riset kritis dan advokasi berbasis data, sehingga menjadi 

intelektual publik yang cakap. Akhirnya, mahasiswa juga harus terus didorong untuk membangun kerja 

sama transnasional yang kuat dengan organisasi HAM internasional- dan yangkhususnya nasional, serta 

memanfaatkan media sosial untuk mengangkat isu hak adat secara internasional, sebagai tekanan 

eksternal yang efektif untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan demokrasi 

substantif di Papua. 
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